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PERATURAN DESA PLUMBON KECAMATAN SURUH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLUMBON,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah yang disusun dalam jangka
panjang , menengah dan pendek ;

b. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan Desa yang disusun dalam jangka
menengah, dan pendek ;

bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita — cita dan tujuan desa sesuai
dengan visi, misi dan arah kebijakan desa perlu
disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa kurun waktu 6 ( enam ) tahun mendatang ;
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bahwi untule  melnkannnln ketentuan Pusal 79
Undang < Undang Nomor 6 Tahn 2014 tentong Desn
dan Pasnl 114 Peraturnn Pemerintal Nomor 42
Tahun 2014 Tentang Pernturan Pelakusannnn Undang
= Undung Nomor 6 Tahun 2014 lentang Desa ;
bahwa  berdannrkan pertimbangan  sebagaimana
dimalesud dalam huraf o, huraf b, huraf ¢ dan huraf
d maka perlu menetapkan Peraturan Desa Plumbon
tentang Rencann Pembnngunan Jangka Menengah

Desn (RPIMDenn) Denn Plumbon Kecamatan Suruh

Tahun 2017 = 2022,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-dacrah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
PerubahanBatas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga
Dan  Daerah  SwatantraTingkat 1  Scemarang
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1958
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesin Nomor 4421);
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia
Nomor 5025);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);
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13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) ;

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4574),

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 45795);

e —
Rencana Pembangunan Jangka Menengahi Desa 4
RPIMDesa) Periode 2017 — 2022

Dipindai dengan CamScanner



20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern  Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4963);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia = Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

M
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2014 tentang Peraturan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2006
tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa ;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2007
tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil
Desa dan Profil Kelurahan;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan
Kelurahan;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 35 Tahun
2007 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 66 Tahun

2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

M
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41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2007 tentang Pendataan Program Pembangunan
Desa/Kelurahan;

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah
Nomor 28);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8
Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8
Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 7);

44. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 8) ;

45. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengesahan Dan/Atau Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 9) ;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 10) ;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18
Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006
Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
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48. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21
Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran
Daernh Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21
Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Desa
Kabupaten Semarang Nomor 16);

49, Peraturan Daerah  Kabupaten Semarang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Pedoman  Penyusunan
Organisasi  Dan  Tata Kerja Pemerintnh  Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006
Nomor 23 Seri D Nomor 8 , Tambahan Lembaran
Dnernh Kabupaten Semarang Nomor 18);

50. Peraturan Dacrah Kabupaten Semarang Nomor 16
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daernh
Kabupaten Semarang (Lembaran Desa Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Desa Kabupaten Semarang Nomor 14);

51. Peraturan Daerah  Kabupaten Semarang Nomor 5
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daecrah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarnng
Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 2);

52, Peraturan Daernh Kabupaten Semarang Nomor 6
Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Knbupaten Semarang Tahun 2011-2031
(Lembaran Dacrah Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 06);

53. Peraturan Daerah  Kabupaten Semarang Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-
2015 (Lembaran Dacrah Kabupaten Semarang Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 7);

54. Peraturan Desa Plumbon Kecamatan Suruh
Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa

Plumbon.
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Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUMBON
dan
KEPALA DESA PLUMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PLUMBON TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)
DESA PLUMBON KECAMATAN SURUH TAHUN 2017-2022

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Daecrah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip prinsip otonomi seluas — luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 .

3. Pemerintah dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Dacrah.

4, Bupati Semarang yang selanjutnya discbut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Semarang .

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Suruh sebagai perangkat
Daerah yang ada di Kabupaten Semarang

6. Camat adalah Camat Suruh
Desa adalah Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

9, Pemcrintah Desa adalah adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .

10. Kepala Desa Plumbon yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah

Kepala Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.
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22,

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
Lembaga yang  merupakan perwujudan  demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau discbut dengan nama lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra desa dalam memberdayakan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Tahun 2017 -
2022 yang sclanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk pericde 6 (enam ) tahun, terhitung
sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa
adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab
isu strategis Desa dan permasalahan pembangunan Desa.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa
untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat
atau pemangku kepentingan , yang dikoordinasikan oleh pemerintah
Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa atau masyarakat atau pemangku kepentingan sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

%
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35.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan Desa.

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibuat
oleh BPD bersama Kepala Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Bendahara Umum Desa adalah Kepala Seksi Keuangan yvang diangkat
Kepala Desa yang mempunyai kewajiban untuk menerima, menyimpan,
dan membayar uang .

Pungutan Desa adalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat
desa, karena :

a. Membutuhkan pelayanan administrasi dari Pemerintah Desa .

b. Menggunakan fasilitas atau kekayaan milik desa .

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode
tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa .

Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun
anggaran tertentu yang menjadi beban desa .

Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa .

Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan
yvang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Desa serta
lain-lain pendapatan yang sah.

Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi
desa yang bersangkutan .
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36. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh

Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan

membayar seluruh pengeluaran desa .

BAB II
RPJM-Desa
Pasal 2

RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan
pembangunan 6 (enam ) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan

Tahun 2022 dan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKP-Desa.

Pasal 3
Sistematika RPJMDesa Tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :
BAB 1 : PENDAHULUAN
BAB 11 : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA/PROFIL DESA :

A. kondisi geografis.
B. demografis.

C. kondisi ckonomi desa.

BABIII : GAMBARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BABIV : GAMBARAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PEMERINTAH
DESA.

BAB V : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN KERANGKA

PENDANAAN/ ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN
A. Kinerja Keuangan Masa Lalu
B. Kebijakan Pengelolann Keuangan Masa Lalu
C. Kerangka pendannan
BAB VI : ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS
A. Permasalahan Pembangunan ;
B. Indikator Faktor Lingkungan ;
C. Isu Strategis
BAB VII : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VIII : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
A. Strategi Pembangunan Desa ;
B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa ;
C. Agenda Pembangunan Desa
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BABIX : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BABX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DESA
BABXI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
A. Pedoman Transisi
B. Kaidah Pelaksanaan
BABXII : PENUTUP

Pasal 4
Penjabaran RPJMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5
RPJMDesa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1,
Nomor 1).

Pasal 6
Penyusunan RPJMDesa menjadi pedoman bagi Desa dalam menyusun
Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di
Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu

Tahun 2017 — 2022.
Pasal 7

Seluruh pemangku kepentingan desa melaksanakan program dalam
RPJMDesa yang dituangkan dalam Rencana Strategis Desa.

Pasal 8
Seluruh pemangku kepentingan desa melakukan konsultasi dan koordinasi
dengan BAPPEDA Kabupaten Semarang dalam menyusun Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Desa .

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMDesa.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

W
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
RPJMDesa dapat diberlakukan sebagai RPJMDesa transisi yang menjadi
pedoman penyusunan RKPD Tahun terakhir sebelum ditetapkannya
Peraturan Desa tentang RPJMDesa Tahun selanjutnya yang memuat visi dan
misi Kepala Desa terpilih.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plumbon Kecamatan
Suruh Kabupaten Semarang.

Diundangkan di : Plumbon
Pada tanggal : 11 Maret 2017

LEMBARAN DESA PLUMBON TAHUN 2017 NOMOR 4
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